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BAB IV 

 PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu meliputi: 

a) Pemungutan uang dari parkir tidak diberinya karcis atau dokumen 

yang menandakan bahwa kendaraan tersebut telah di parkir di lahan 

tersebut sehingga terjadinya pungutan liar 

b) Petugas parkir yang tidak profesional dalam memakai atribut parkir 

sehingga penggendara yang mau keluar dari lahan tersebut 

kebingungan saat membayar jasa parkir. 

c) Sanksi administrasi yang diterima ialah pemberhentian dari Dinas 

yang terkait jika ditemukannya beberapa pelanggaran dari juru parkir 

tersebut. 

d) Kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Kupang, yaitu dalam hal retribusi parkir yang 

diberikan pada pemerintah tidak pasti karna adanya penyelewengan 

dari pihak yang memegang lahan tersebut. 

2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang 
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Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di 

Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai 

berikut: 

1) Petugas Pemungut 

a. Juru parkir liar; 

b. Motor yang sama sekali tidak mau membayar retribusi parkir; 

c. Masyarakat yang tidak membayar retribusi parkir akibat 

lalainya juru parkir; 

2) Sarana Prasarana 

a. Banyaknya parkir diluar badan jalan yang pengelolanya 

sama sekali tidak terkena pajak parkir dalam penyediaan 

tempat khusus parkir; 

b. Banyaknya lahan parkir yang belum dikelola 

c. Kurang tegasnya sanksi yang ada dalam perda; dan 

d. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah untuk menghimbau 

tentang partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

e. Masyarakat yang membuka usaha perparkiran di halaman 

rumah tanpa ada izin dari pemerintah daerah dan tanpa 

kontribusi untuk pemerintah daerah; 

f. Tempat khusus parkir yang tidak bisa dikelola akibat 

dikuasai pemuda setempat; 
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g. Pengelola cafe, rumah makan dan tempat hiburan yang 

mengelola parkir mandiri. 

5.2 Saran 
 

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Dinas Perhubungan Kota Kupang diharapkan melakukan prosedur 

dengan memberikan karcis kepada tukang parkir agar pendapatan 

sesuai dengan karcis yang di berikan. 

b. Melakukan pengawasan kepada juru parkir, serta memberikan 

beberapa fasilitas atau atribut. 
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